BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.33, 2009 DEPARTEMEN KEHUTANAN. Hutan. Pemanfaatan.
Hutan Produksi.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor : P.15/Menhut-11/2009
TENTANG
PERUBAHAN ATASPERATURAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR P.32/MENHUT-I1/2007 TENTANG TATA CARA PENGENAAN,
PEMUNGUTAN, DAN PEMBAYARAN IURAN IZIN USAHA
PEMANFAATAN HUTAN PADA HUTAN PRODUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a bahwa dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.32/Menhut-11/2007 telah ditetapkan tata cara pengenaan,
pemungutan, dan pembayaran iuran izin usaha pemanfaatan
hutan pada hutan produksi;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan investas dibidang
kehutanan terhadap areal yang tidak dibebani izin (open
access) dan mengantisipass  kekeringan likuiditas (modal)
akibat krisis keuangan global, maka perlu diberikan
kemudahan dalam pelunasan iuranizin;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu
mengubah  Peraturan  Menteri  Kehutanan  Nomor
P.32/Menhut-11/2007 dengan Peraturan Menteri Kehutanan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
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167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2004 tentang Penetgpan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4412);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437) sebagamana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesa Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang
Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4452);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata
Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta
Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4696) sebagamana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata
Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta
Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4814);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4737);



10.

11.

12.

Menetapkan
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Keputusan Presiden Republik Indonesa Nomor 187/M
Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia
Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005
tentang Kedudukan, Tugas, Fungs Susunan Organisas dan
Tata Keja Kementerian Negara Republik Indonesia,
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun
2005 tentang Unit Organisass dan Tugas Eselon |
Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 50 Tahun 2008;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-11/2005
tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan,
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Nomor P.64/Menhut-11/2008;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.26/Menhut-11/2005
tentang Pedoman Pemanfaatan Hutan Hak;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-11/2006
tentang tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul
(SKAU) Untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang
Berasal Dari Hutan Hak, sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Nomor P.33/Menhut-11/2007;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Menhut-11/2007
tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Pembayaran
luran |zin Usaha Pemanfaatan Hutan Pada Hutan Produks.

MEMUTUSKAN :

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
KEHUTANAN NOMOR P.32/MENHUT-11/2007 TENTANG
TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN, DAN
PEMBAYARAN IURAN IZIN USAHA PEMANFAATAN
HUTAN PADA HUTAN PRODUKSI.



